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PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2010 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN 
 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik dan dalam rangka menyesuaikan 
perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat 
di bidang pertanahan perlu penyempurnaan Keputusan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di 
Lingkungan Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur 
Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis 
Pelayanan Tertentu; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan dan 
Pengaturan Pertanahan; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2043); 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan 
Pertanahan Nasional; 

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor 
Pertanahan. 



 

 -2- (2) Jenis ... 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG 
STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN. 

 
 

BAB I 
UMUM  

Pasal 1 

(1) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan merupakan 
pedoman dalam pelaksanaan layanan pertanahan di lingkungan 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 

(2) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran dan 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
ini. 

Pasal 2 

Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dilaksanakan oleh 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan. 

 

Pasal 3 

Tujuan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, 
keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.  

 

Pasal 4 

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi: 
a. kelompok dan jenis pelayanan; 
b. persyaratan; 
c. biaya; 
d. waktu; 
e. prosedur ; dan 
f. pelaporan. 

 

BAB II 
KELOMPOK DAN JENIS PELAYANAN 

Pasal 5 

(1) Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 
huruf a terdiri dari pelayanan: 

a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali; 
b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah; 
c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan; 
d. Pengukuran Bidang Tanah; 
e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan 
f.   Pengelolaan Pengaduan. 
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(2) Jenis pelayanan yang merupakan rincian dari kelompok 
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran I peraturan ini. 

(3) Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, dan Waktu masing-masing 
jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran II, sedangkan Bagan Alir tercantum dalam 
Lampiran III peraturan ini. 

 

BAB III 
PERSYARATAN 

Pasal 6 

(1) Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon 
agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut. 

(2) Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen 
pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini. 

(3) Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka 
Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
menolak berkas permohonan. 

(4) Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional atau petugas yang ditunjuk. 

 

BAB IV 
BIAYA 

Pasal 7 

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah biaya 
pelayanan yang diwajibkan kepada pemohon sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis 
penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 

  

BAB V 
WAKTU 

Pasal 8 

(1) Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah 
jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan terhitung 
sejak penerimaan berkas lengkap dan telah lunas pembayaran 
biaya yang ditetapkan.  

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
jangka waktu paling lama untuk penyelesaian masing-masing 
jenis pelayanan pertanahan yang dihitung berdasar hari kerja. 

(3) Untuk pelaksanaan pelayanan lebih dari satu jenis pelayanan, 
jangka waktu adalah penjumlahan secara kumulatif waktu yang 
diperlukan untuk masing-masing jenis pelayanan. 
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(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran peraturan ini. 

(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 
berlaku bagi permohonan pelayanan pertanahan yang di dalam 
prosesnya diketahui terdapat sengketa, konflik, perkara, atau 
masalah hukum lainnya dan berkasnya dapat dikembalikan 
kepada pemohon. 

(6) Proses penyelesaian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

BAB VI 
PROSEDUR 

Pasal 9 

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah 
tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan 
sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III 
peraturan ini. 

 

BAB VII 
PELAPORAN 

Pasal 10 

(1) Kepala Kantor Pertanahan setiap bulan melaporkan hasil 
pelaksanaan pelayanan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional. 

(2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setiap bulan 
melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan yang menjadi tugasnya 
dan pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia.  

 

BAB VIII 
LAIN-LAIN 

Pasal 11 

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Kepala Kantor 
Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional masing-masing menunjuk koordinator dan petugas 
loket pelayanan yang mempunyai kecakapan dan kemampuan 
sesuai dengan kebutuhan pelayanan.  

(2) Koordinator dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Kepala Kantor 
Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional paling lama 2 (dua) tahun. 
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Pasal 12 

Pelayanan yang belum diatur dalam peraturan ini dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 13 

Pada saat berlakunya peraturan ini, permohonan pelayanan 
pertanahan yang telah diterima lengkap, dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkannya peraturan 
ini. 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka: 
1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 

2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan  
Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional; dan 

2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan 
Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan 
Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  

 

Pasal 15 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
tenggang waktu penyesuaian paling lama 9 (sembilan) bulan. 

  

 Ditetapkan di Jakarta, 

 pada tanggal 25 Januari 2010 

  KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
            REPUBLIK INDONESIA 

 

 

              JOYO WINOTO, Ph.D. 
 



Nasional Republik
Organisasi dan Tala
Nasional dan Kantor

6. Peraturan Kepala Badan Pcrlanahan
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 lentang
Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Pcrtanahan.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria [Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor
5038);

3. Peraturan Pemerintah Nornor 13 Tahun 2010 tentang .Jcnis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Badan Pertanahan Nasiorial Republik Indonesia;

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 200(') ten tang Baci.111
Pertanahan Nasional;

5. Peraturan Kcpala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 len tang Organisasi dan Tara
Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Mengingat

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 T'ahun
2009 tentang Pelayanan Publik dan dalarn rangka menyesuaikan
I'cll,CIIIIJiIIIj;illl ,lilll 111111111;111 lcclHlllilldl1 111'111)'11111111 11111".\"11"1,,,1

di IJiliullg I'Cr(,lIl<lllwl PUIII jJCIIYC1IIIHU'II;1i111 El!jJlIllI:;'JII 1~f:JJ;,h
Badan Pertariahan Nasiorial Nornor 1 Tahun 2005 tentang
Stan dar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di
Lingkungan Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2008 tentang Penyederhanaan dan Pcrccpatan Standar Prosedur
Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pcrtanahan Untuk .Jcnis
Pclayanan Tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu ditetapkan Pcraturan Kepala Badan Pertariahan
Nasional Rcpublik Indonesia tentang Standar Pelayarian dan
Pengaturan Pertanahan;

KEPALABADAN PERTANAHANNASIONALREPUBLlK INDONESIA,

PERATURANKEPALABADANPERTANAHANNASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG
STANDARPELAYANANDAN PENGATURAN PERTANAHAN

KF.PALA HAnAN PRRTANAHAN NASIONAL
nE '"11 II L I K •N .)( •Nil: S L\
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Pasal5

(1)Kelompok pelayanan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 4
huruf a terdiri dari pelayanan:

a. Pcndaftaran Tanah Pertarna Kali;
b. Pcmcliharaan Data Pcndaftaran Tanah;
c. Pencatatan dan Informasi Pcrtanahan;
d. Pengukuran Bidang Tanah;
e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
f. Pengelolaan Pengaduan.

BAB II
KELOMPOKDAN JENIS PELAYANAN

Pasal4

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:
a. kelompok dan jenis pelayanan;
b. persyaratan;
c. biaya;
d. waktu;
e. prosedur; dan
f. pelaporan.

Pasa13

Tujuan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukurn,
keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dilaksanakan olch
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan.

Pasal 1

(1) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan merupakan
pedoman dalam pelaksanaan layanan pertanahan di Iingkungan
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

(2) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dituangkan dalam Lampiran dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.

BAB I
UMUM

Menetapkan: PERl\TURl\N KEPALA BADAN Pl~RTANAHAN NASIONAL TENTANCJ
STAN))Al~ 1'l';LAYANAN DAN 1'1':NCATUl<AN PERJ'ANAHAN.

MEMUTUSKAN:
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Pasal8

(1) Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah
jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan terhitung
sejak pcncrimaan berkas lcngkap dan telah lunas pernbayaran
biaya yang ditetapkan.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
jangka waktu paling lama untuk penyelesaian masing-masing
jenis pelayanan pertanahan yang dihitung berdasar hari kerja.

(3) Untuk pelaksanaan pelayanan lebih dari satu jenis pelayanan,
jangka waktu adalah penjumlahan secara kumulatif waktu yang
diperlukan untuk masing-masing jenis pelayanan.

BABV
WAKTU

Pasal 7

Biaya sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 huruf c adalah biava
pelayanan yang diwajibkan kepada pemohon sesuai dengan
peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis
penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BABIV
BIAYA

(3) Apabila persyaratan dimaksud pad a ayat (2) tidak lengkap maka
Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
menolak berkas permohonan.

(4) Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala
Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional atau petugas yang diLunjuk.

Pasal6

(1) Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -'I
huruf b adalah persyaratan yang harus dipcnuhi oleh pemohon
agar pcrmohonannya dapat diproscs lcbih lanjut,

(2) Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumcn
pcrt anahuu chin dok urncn V:lI"lg bcrknit an (kllgnn pcrt nnu luu ,
sclJ<lgnirniIIiii (en:nnl.urn dul.uu Liunpiran II pcruturan iui.

BAB III
PERSYARATAN

(2) Jenis pclayanan yang rncrupakan rincian dad kelompok
pelayanan scbagairnana diruaksud pacta ayat (1) tcrcanu un
dalarn l.ampiran [ peraturan ini.

(:1)l)asOir l luk um, 1'(~rsyOlr:l(:lIl, Ili:IY:I, dan Wak lu musing-musiug
jpllil4 ""lnY'"II'" ,,,'III't!.HIIII,IIP' 11i1l1l11<"I,,1 (111.111 ,'\'111 ('/111'1'1'1111111111
rlFlIFlm I~f!rnrinm", i:ic~(I<lflfd([jn ~iqg.Hn Alir kn~(jn(·llm dala n:
Lampiran III peraturan ini.
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(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Kepala Kantor
Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional masing-masing menunjuk koordinator dan petugas
loket pelayanan yang mernpunyai kecakapan dan kernampuau
sesuai dengan kebutuhan pclayanan.

(2) Koordiriator danj atau petugas sebagaimana dimaksud pad a
ayat (1) ditetapkan secaru pcriodik olch Kepala Kantor
Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah Sudan Pertanahan
Nasional paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 11

BAB VIII
LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) Kepala Kantor Pertanahan setiap bulan melaporkan hasil
pelaksanaan pelayanan kcpada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional.

(2) Kcpala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setiap bulan
melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan yang menjadi tugasnya
dan pelaksanaan pelayanan scbagaimana dimaksud pada ayai
(1) kepada Kcpala Badan Pertanahan Nasional Rcpublik
Indonesia.

BAB VII
PELAPORAN

Pasa19

Proscdur sebaguimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adala h
1,,11:IP:1I1 1'''..... ".:: r",I:IViln:111 1111I1i1, nUI::il!p. ITI'I"illf'~ .i1·lIi:: l«'f,.i:II;1I1
sc:llill"ililTliIllii )1"1'.'11'1 .. IiI' Yill,!'. ICf(';If)lllrn (liIbm Lampirun IIJ
peraturan ini.

BAB VI
PROSEDUR

(4) .Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercanturn
dalarn Lampiran peraturan ini.

(S) .J1I111-\1<1I wnkt.u scbllgnimnll'l dimak sud puda ayat (4) tidak
111'1'1111\1111"!'.i 1lC'l'Illoilollilll P..!;IYilll<llI 11I:1'1;l1I;II'ill1 vang eli dul.un
l'IIHHH)llyn 11i1~\)tt.-,I'111 I(-;Hlujlfl' {)I~11BI~ptu> 1,111\1111" ~lljt 1,,-11c..\, ,-,tnl'

H1asalall liukum JainnYH dilll IJukmmji.l IIi/Pill LlikunlJt!likilll
kepada pemohon.

(6) Proses penyelesaian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-5-

~
-lOYO WINOTO, Ph.D.

KEPALA F3J\DANPERTANAI-lAN NASIONAL
1~I:;:;PUSLlKINDONESIA

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 25 Januari 2010

Pas," 15

Peraturan ini mulai bcrlaku scjak langgal dit ctapkan dengan
tcnggang waktu pcnyesuaian paling lama 9 (scrnbi Ian) bulan.

Pada saat pcraturan ini mulai bcrlaku, maka:
1. Kcput.usan Kopala Badan Perla nahan Nasional Nomor 1 Tahun

2005 tcntang Standar Proscdur Operasi Pcngaturan dan
Pclayanan di Lingkungan Badan Pcrtanahan Nasional; dan

2. Peraturan Kopala Badan Pcrtanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 ten lang Penyederhanaan dan
Pcrcepatan Standar Proscdur Opcrasi Pcngaluran dan Pclaya nan
Pcrtanahan Untuk .Jcnis Pclayanan TcrLcntu;

dicabut dan dinyalakan tidak bcrlaku lagi.

BM3 X

KI<:Tf<:NTIJ/\N l)f'~NlJTlJP

Pada saat berlakunya peraturan ini, permohonan pelayanan
pertanahan yang telah diterima lengkap, dilaksanakan sesuai
dcngan ketentuan yang berlaku scbclurn ditetapkannya peraturan
ini.

Pasal 13

BJ\L3 IX
KETENTUJ\N Pl<:RALlI-IAN

Pusul 12

Pclayanan yang bclum diatur dalarn pcraturun ini dilaksanakau
scsuai dcngan kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan yang
lx.rluk u.
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No. Kelompok Kode Jenis Pelayanan
Pelayanan Bagan Alir .-..-

I Pelayanan BPNRI.I.l Konversi, Pengakuan dan Penegasan !
Pendaftaran Tanah Hak
Pertama Kali

BPNRI.I.2 Pembcrian Hak
1

a. Ilak Milik
1

1) I-Iak Milik Perorangan i
") l lnk Mi Iil; Il,,,11I11 11111(11111 I

u. l lak Guua Banguuun
i

1) Hak Guna Bangunan Perorangan i

2) Hak Guna Bangunan Badan I
Hukum I

1

c. Hak Pakai
1) Hak Pakai Perorangan WNI
2) Hak Pakai Perorangan WNA
3) Hak Pakai Badan Hukum

Indonesia
4) Hak Pakai Badan Hukurn Asing i
5) Hak Palmi In starisi Pemerintah
6) Hak Pakai Pemcrintah Asing

d. Hak Pengelolaan Instansi
Pcmerintah/ Pemerintah
Daerah/BUMN/BUMD

BPNRI.I.3.a Wakaf dari Tanah Belum Bersertipikat
1

I(Konversi, Pengakuan dan Penegasan
Hak) ,

I,

BPNRI.I,3,b Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian
Hak Tanah Waka!) I

,

BPNRI.I.4 P3MB/Prk.5

BPNRLL5 Pcndaftaran Hak Milik Atas Satuan
Rurnah Susun

BPNRI.l.6 Pembcrian Hak Guna Usaha
a, Hak Guna Usaha Pcrorangan i

b. Hak Guna Usaha Badan Hukum I
I

DAF'I'AR KELOMPOK DAN JENIS l'ELAYANAN .'.I!:}{TANAHAN

LAMPlRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 Tahun 2010
TANGGAL : 25 Januari 2010
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._--_ ... _--------._ ..._-----

Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna
Usaha
Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai

Pcrpanjangan Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun

Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak
Pakai dan Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai di atas Hak
Pengelolaan

a. Hak Guria Bangunan
1) Hak Guna Bangunan Perorangan
2) Hak Guna Bangunan Badan

Hukum
b. Hak Pakai

1) Hak Pakai Perorangan WNI
2) Hak Pakai Perorangan WNA
3) Hak Pakai Badan Hukum I !

Indonesia
4) Hak Pakai Badan Hukum Asing
5) Hak Palmi Pemcrintah Asing

c. Pcmberian Hak Guna
Bangunarr/Hak Palmi di atas Hak
Pcngclolaan

Pcrnbaruan Hak Gunu Usaha

a. Hak Guna Usaha Perorangan

b. Hak Guna Usaha Badan Hukum

Wakaf dari Tariah Yang Sudah
Bersertipikat

Perubahan Hak Atas Tanah

b. Pewarisarr/Wasiat

c. Tukar-Mcriukar

d. Hibah

e. Pcmbagian Hak Bersarna

f. Lclang

g. Pemasukan kedalarn
Pcrusahaan / Inbreng

h. Merger

C;lIlli Narnn Scrt.ipikill Hal< Alas Tnnuh \ .:::
dWI IIHk Milik Aim; leumah SU~LlII

'- _ __L__.__ ._. . _BPNRI.II.8

BPNRI.I1.7

I3PNRI.ll.6

BPNRI.II.5

BPNRI.II.4

BPNRI.II.3.b

BPNRI.II.3.a

I1PNm.u.2

BPNRI.II.l Peralihan Hak Alas Tanah dan SatuanII Pelayanan
1'1'lllI'lillilnHIIl J)iI)"

Kode Jenis Pelayanan
Bagan Alir

No. Kelompok
Pelayanan
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d. Informasi Peta
-------1---
BPNRLIV.l Pcngukuran Bidang Tariah

a. Pengukuran Bidang Untuk
Kcperluan Pengembalian Batas

b. Pcngukuran dalarn rangka Kcgiatun
Invcntarisasi/ Pcngadaan Tanah

c. Pcngukuran atas Pcrmintaan
lnstansi dan r atau Masyarakat
untuk Mengetahui Luas Tanah

d. Pcngukuran dalarn rangka
Pcmbuatan Peta Situasi Lengkap
(Topografi)

------'---

-8-

--_._---------------

BPNRI.III.1 Pencatatan

a. Blokir

b. Sita

c. Pcngangkatan Sit.a

BPNRI.III.2 Inforrnasi Pertanahan

a. Pengecekan Sertipikat

b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

c. informasi Titik Dasar Teknik

b. Hilang

c. Rusak

BPNRI.II.ll Hak Tanggungan

a. Pcndaftaran Hak Tanggungan

b. Pcnghapusan Hak Tanggungan (Roya)

c. Pcralihan Hak Tanggungan (Cessie)

d. Subrogasi (Perubahan Kreditur)
------1------------------

BPNRI.IL10 Scrtipikat Pengganti Hak Atas Tanah,
Hak Milik Atas Rurnah Susun, dan Hak
Tanggungan, karena:

Pcmccahan/ Penggabungan/Pemisahan
Il;d,

f:j, IJ"/mTi-llliWII)qlli:-;~l)mnnj(l~ng:
Tanah Perorangan

b. Pemecaharr/Pernisahan Bidang
Tanah Badan Hukum

c. Penggabungan Bidang Tariah
Perorangan

d. Penggabungan Bidang Tariah Badan
lIukum

Jenis Pelayanan

BPNRl.lL9

Kode
Bagan Alir

----- ,------------- ---_.- _ .._---_._-_.

No. Kelompok
Pelayanan ._-_ ..

m Pelayanan

Pencatatan

dan Inforrnasi

Pertanahan

--
IV Pelayanan

Pengukuran Bidang
Tanah

"
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KEPALABADAN PERTANAHANNASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

b. Pertimbangan Teknis
Pcnatagunaan Tanah

BPNRLVI.l Pengelolaan Pengaduan

Konsolidasi Tanah Swadaya

l't ,rl i1IIIliini~iln Tck ni s
u . 1'''J'liIJlI)"lIIgall 'I't:I\lli::; 1'(:rlaJ)uJI<1I1

Jenis Pelayanan

IlI'NI~I.V,:~

BPNRI.V.l

Kode
Bagan AUr

VI Pengelolaan
Pengaduan

Pertanahan

I't'llI',OIllll',l1I dilll

1'(:rl,Jlaurt

No. Kelompok
Pelayanan

.__._---_"'..•..------..
V Pelayanan
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